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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berjalan 
sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh 
tahun yang lalu. Munculnya teknologi-teknologi canggih seperti internet dan 
yang lainnya harus diakui merupakan anak yang secara langsung lahir dari 
rahim bernama teknologi. Bagaimana selama 24 jam dunia dihubungkan oleh 
jaringan satelit, setiap detik kita dapat melihat dan mendengar peristiwa yang 
terjadi di belahan dunia melalui internet, berkat kecanggihan teknologi.
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Teknologi informasi sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya 
komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang 
mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan 
masa teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947.
2
 
 Teknologi Informasi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini 
sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan dan 
perkembangan TIK yang memudahkan kegiatan kehidupan manusia ini sangat 
mempengaruhi cara dan gaya hidup manusia. Bergesernya gaya hidup manusia 
karena perkembangan teknologi informasi dapat dilihat dalam kehidupan 
sehari-hari, dari yang biasanya transaksi tradisional menukar barang dengan 
uang, kini menjadi transaksi elektronik yang melibatkan teknologi internet 
seperti online shopping, pembayaran listrik, telepon, dan bahkan pajak dapat 
dilakukan melalui internet banking maupun media elektronik lain sebagai 
bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang ada saat ini.
3
 
 Indonesia yang berada dalam era globalisasi yang ditandai dengan 
perkembangan TIK tersebut yakin bahwa, informasi berperan untuk memberi 
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kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, 
kemajuan teknologi informasi juga mempengaruhi kondisi sosial pada masa 
yang akan datang, seperti sistem pelayanan medis, sistem pelayanan 
pendidikan, sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek 
kehidupan lainnya.
4
 Kemajuan teknologi informasi juga akan berdampak pada 
kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah di masa depan, sesuai dengan 
tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat. 
 Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 
peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka diangkat menjadi 
notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.
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 Sehubungan dengan perkembangan TIK yang memanfaatkan internet 
tersebut, tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang 
bagi notaris. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta otentik yang pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional (masih 
terpaku dengan cara harus bertemu secara langsung dihadapan notaris dan 
data-data penghadap diberikan secara langsung kepada notaris dengan akta 
yang dibuat dan disahkan dalam kertas) dalam pembuatan akta otentik dan 
memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang 
membutuhkannya dalam fungsi pembuktian, menuju ke arah jasa pelayanan 
notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/cyber space dalam 
menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan cyber notary. 
 Menurut Surya Jaya, cyber notary adalah penggunaan atau pemanfaatan 
teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media 
elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam 
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pelaksanaan tugas kewenangan notaris.
6
 Pengertian tersebut juga memberikan 
gambaran bahwa dalam penerapan cyber notary, akta yang dibuat dapat 
berbentuk akta elektronik. 
 Berkembangnya wacana cyber notary menjadikan seorang notaris dapat 
menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, 
seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan 
untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam 
membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan 
yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak 
berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik. 
 Cyber notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang 
menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi 
atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk 
membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya 
sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta 
elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Menurut hukum positif 
Indonesia, ada beberapa peraturan yang memberikan peluang terwujudnya 
konsep cyber notary, diantaranya adalah Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE 
yang berbunyi
7
: 
“(2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 
Indonesia; (3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.” 
beberapa peraturan lain diantaranya adalah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi: 
“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, 
RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video 
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan 
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semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta 
berpartisipasi dalam rapat.” 
selain itu juga Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan 
Sistem Administrasi Badan Hukum Nasional. 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta 
otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu 
pertentangan ketika akan menerapkan konsep cyber notary sebagai salah satu 
layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep cyber notary 
dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari 
penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan 
penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 
angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan 
hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata verschijnen yang berarti datang 
menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.
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 Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin 
juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan mobile 
communication (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan 
video conference, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada chip kartu 
telepon (SIM card) atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat diketahui 
fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS 
ataupun utilitas map yang disediakan.
9
 
 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah penting bagi notaris untuk 
mengetahui mengenai perkembangan wacana cyber notary di Indonesia, karena 
peluang untuk mengimplementasikan cyber notary tersebut sangatlah terbuka, 
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terlebih adanya Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang mengatur kewenangan 
mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya 
tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3), yakni yang dimaksud dengan 
“kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara 
lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik 
(cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 
 Penerapan cyber notary merupakan keniscayaan, tidak boleh tidak harus 
terwujud untuk menghadapi persaingan global. Harus diakui bahwa pergeseran 
peran notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang 
dinamakan dengan cyber notary, tidaklah mudah seperti membalik telapak 
tangan. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, dimana konsep 
cyber notary atau ada juga yang menyebutnya notary by digital, akan 
merambah masuk ke Indonesia. 
 Sudah saatnya notaris Indonesia menjadi notaris cyber dalam upaya 
meningkatkan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan, dalam rangka ikut 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berasaskan Pancasila. 
 Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris”. 
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B. Rumusan Masalah 
 Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan 
konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam, maka 
diperlukan suatu pembatasan masalah. 
 Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul 
penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terhadap pemberlakuan 
cyber notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris dan hukum positif di Indonesia? 
2. Bagaimana landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris 
terhadap pemberlakuan cyber notary? 
 
C. Tujuan Penelitian 
“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 
yang timbul”10, berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan 
obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum 
terkait. Adapun tujuan yang dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terhadap 
pemberlakuan cyber notary berdasarkan UUJN-P dan hukum positif di 
Indonesia. 
b. Untuk mengetahui landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta 
notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu 
hukum baik teori maupun praktik dalam hal ini lingkup hukum perdata, 
khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber Notary di 
Indonesia Berdasarkan UUJN-P. 
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b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh derajat magister 
dalam bidang Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini 
akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:  
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
perdata pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap 
penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur 
dalam dunia kepustakaan tentang Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Cyber 
Notary di Indonesia Berdasarkan UUJN-P. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua 
pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang 
diteliti. 
b. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru 
kepada penulis menganai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat 
berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari. 
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